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Abstract 
Freedom of the press is a crucial element of democracy. However, journalists frequently 
face various forms of threats and violence in their practice. Women journalists 
experience dual vulnerability: as press workers and as individuals susceptible to sexual 
violence. This study analyzes the forms of sexual violence against women journalists in 
Indonesian journalistic practice and examines legal protection based on Press Law No. 
40/1999 and the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) No. 12/2022. This 
research employs a juridical-normative method with legislative, conceptual, and case 
approaches, integrating statutory texts, legal literature, scholarly articles, and 
professional organization/CSO papers. The findings indicate that sexual violence 
occurs in various forms, including in newsrooms, field reporting, and digital spaces. 
These cases are often unreported due to power dynamics, social stigma, and fear of 
career repercussions. Normatively, the Press Law and the TPKS Law provide a legal 
foundation for protection. However, implementation remains ineffective due to law 
enforcement officials' lack of knowledge regarding journalistic work characteristics and 
journalists' rights, a media organizational culture that is not fully responsive to sexual 
violence issues, and the absence of a mechanism that integrates the perspectives of press 
freedom with victim protection. 

Keyword: (Women Journalists; Sexual Violence; Legal Protection; Press 
Law; SV Crimes Law) 
 

 
Abstrak 

Kebebasan pers merupakan elemen penting dalam negara 
demokrasi. Namun, jurnalis seringkali mengalami berbagai bentuk 
ancaman dan kekerasan. Jurnalis perempuan rentan ganda: sebagai 
pekerja pers dan sebagai individu yang menjadi korban kekerasan 
seksual. Penelitian ini menganalisis bentuk kekerasan seksual 
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terhadap jurnalis perempuan di Indonesia, serta mengkaji 
perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Pers No. 
40/1999 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
No. 12/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif 
dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus, 
menggabungkan teks perundang-undangan, literatur hukum, 
artikel ilmiah, serta makalah organisasi profesi dan CSO. Hasilnya 
menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam berbagai 
bentuk, termasuk di ruang redaksi, peliputan lapangan, dan ruang 
digital. Kasus-kasus ini sering tidak dilaporkan karena hubungan 
kekuasaan, stigma, dan ketakutan akan dampak karier. Secara 
normatif, UU Pers dan UU TPKS memberikan dasar hukum 
perlindungan. Namun, implementasinya belum efektif karena 
kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang 
karakteristik kerja jurnalistik, budaya organisasi media yang tidak 
sepenuhnya responsif terhadap masalah kekerasan seksual, dan 
tidak adanya mekanisme yang mengintegrasikan perspektif 
kebebasan pers dengan perlindungan korban.  
 
Kata Kunci : (Jurnalis Perempuan; Kekerasan seksual; 
Perlindungan Hukum; Hukum Pers; Undang - Undang TPKS) 

 
 

Pendahuluan 
Pers, yang kadang disebut “kekuatan keempat”, memainkan peran 

yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang benar-benar 
akurat bagi publik, menjalankan fungsi kontrol sosial, dan menjadi alat 
penting untuk menyusun peraturan kehidupan demokrasi. Tanpa pers 
bebas dan independen, masyarakat tidak akan mampu untuk memperoleh 
informasi yang akurat, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan 
tentang kebijakan pemerintah serta fenomena sosial. Berbicara tentang 
pers, jurnalis adalah subjek yang benar-benar penting dalam menjalankan 
fungsi-fungsi ini. Mereka adalah pelopor pencarian fakta, peliputan dan 
pengungkapan peristiwa publik. Namun, profesi ini tetap rentan. Banyak 

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 



Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Redaksi 

jurnalis dirugikan baik oleh ancaman fisik, kriminalisasi, dan tekanan 
psikologis, maupun intimidasi. Jurnalis perempuan mengalami kerentanan 
dua kali lipat: sebagai pekerja pers, dan sebagai individu perempuan yang 
terkena kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual, dalam 
aktivitas pribadi mereka dan yang paling penting, saat menjalankan tugas 
lapangan atau di lingkungan pers. Kekerasan seksual terhadap jurnalis 
perempuan bisa berwujud beragam: lelucon, komentar, perilaku seksual 
yang tidak diinginkan, pelecehan verbal, dan bahkan pemaksaan fisik. 
Pelecehan bisa terjadi di ruang redaksi, saat peliputan lapangan, atau di 
dunia maya. Menurut survei nasional RS2Media, terhadap 1.256 jurnalis 
perempuan, 85,7% dari 1.256 responden melaporkan setidaknya satu 
bentuk kekerasan pada waktu menjalankan tugas mereka di dalam dan di 
luar tempat kerja oleh rekan sesama jenis dan laki-laki, juga di ruang 
digital. Lelucon, komentar roasting serta komentar bernuansa seksual 
sering terjadi dan banyak ditemukan di media sosial.  

Hasil penelitian lain yang menunjukkan ketimpangan serupa adalah 
temuan Suprihatin. Menurut Suprihatin, proporsi jurnalis perempuan di 
redaksi yang saat ini diwawancara tidak banyak, begitu pula dengan 
jumlah manajer perempuan. Karena itu, jurnalis perempuan pada 
umumnya akan enggan melaporkan kasus pelecehan seksual yang mereka 
alami sebagai akibat dari ketidakyakinan proses peradilan dan 
ketidakpastian media mereka. Dengan kata lain, jurnalis perempuan 
rentan pelecehan seksual akan merasa tidak percaya bahwa seluruh proses 
peradilan nantinya akan memberikan keadilan dan perasaan takut mereka 
akan kehilangan pekerjaan akan membuat mereka putus asa. Secara 
konseptual, Indonesia perlahan namun tentunya sudah memiliki 
Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999). Pasal 8 Undang-Undang No.40 
Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa wartawan berhak 
memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Pasal 
ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada jurnalis 
perempuan karena begitu banyak pekerjaan yang melibatkan pelecehan 
seksual, pelecehan seksual yang umumnya dianggap sebagai tekanan 
psikologis. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 mengatur berbagai bentuk kekerasan 

 
3 
 
 
 
 
 
 



Ayuningrum Larasari, Zahra Artanti, Mohammad Reza Ramadhan 

seksual, baik di tempat terbuka maupun di tempat pribadi. Ia 
menggambarkan semuanya dan tidak menimbulkan makna ganda yang 
mendeskripsikan tindakan mereka. UU ini juga menggunakan bahasa 
yang lebih menonjolkan korban, seperti perlindungan non fasilitas 
pendidikan bagi korban; dukungan terhadap korban; dan rehabilitasi 
terhadap peraturan korban. Dalam menghubungkannya dengan jurnalis 
perempuan, UU TPKS memberi jaminan hukum yang signifikan sehingga 
jurnalis perempuan akan melakukan proses terhadap pelaku pelecehan 
seksual yang dialami, baik ketika menyelesaikan tugas peliputan, 
berinteraksi dengan narasumber, maupun dalam lingkungan kerja media.  

Secara keseluruhan, baik UU Pers dan UU TPKS telah memberikan 
kerangka hukum penting bagi perlindungan jurnalis perempuan dari 
kekerasan seksual. Namun, implementasi hukum ini masih terbatas 
karena sejumlah faktor, termasuk kurangnya pemahaman penegak hukum 
tentang hak jurnalis dan praktik jurnalisme sendiri, dan kurangnya 
tanggapan perusahaan media atas kekerasan seksual. Oleh sebab itu, 
sinergi kedua undang-undang tersebut sangatlah penting karena akan 
memberikan perlindungan yang lebih baik kepada jurnalis perempuan 
yang telah menjadi korban kekerasan seksual.  

 
 
Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan kajian artikel 
ini adalah:  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam makalah ini, 
maka tujuan kajian yang akan ditempuh meliputi: pertama, Tujuan kajian 
ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan berbagai bentuk 
kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan di Indonesia dalam 
pelaksanaan pekerjaan jurnalistik; kedua, Tujuan lain dari kajian ini adalah 
untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum yang berlaku 
terhadap jurnalis perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam UU 
Pers maupun UU TPKS; ketiga, Kajian ini juga untuk meneliti sejauh 
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mana efektivitas perlindungan hukum yang berlaku diberikan serta 
mengungkap kendala-kendala dalam penegakan hukum dimaksud.  

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian 
hukum yuridis normatif berfokus pada norma hukum positif berupa 
ketentuan ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin yang ditemukan dalam literatur 
hukum. Seluruhnya, disini akan mencari asas, prinsip, dan konstruksi 
substansial hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.  
 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

a.​ Statute approach. Pendekatan ini membahas 
ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 40 
Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
dan peraturan pelaksana dan pedoman lain terkait 
perlindungan jurnalis dan perlindungan korban kekerasan 
seksual di tempat kerja.  

b.​ Conceptual approach. Pendekatan ini digunakan dalam 
menganalisis konsep konsep kebebasan pers, 
perlindungan hukum, kekerasan seksual, dan kekerasan 
berbasis gender terhadap jurnalis perempuan. Conceptual 
approach terutama melalui buku-buku literatur hukum, 
literatur komunikasi dan jurnalisme, dan hasil penelitian 
jurnalis perempuan.  

c.​ Case approach. Pendekatan ini terkait dengan analisis 
dan studi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis 
perempuan yang diberitakan media, dokumen dari laporan 
lembaga profesi jurnalis, atau dokumentasi pada lembaga 
pemantau hak asasi manusia. Fungsi studi kasus adalah 
mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum dalam 
UU Pers dan UU TPKS diterapkan atau belum dalam 
praktikata efektif.  
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Legal material yang dimaksud adalah: legal primary; berupa 

ketentuan perundang-undangan relevan yang memberikan perlindungan 
terhadap jurnalis perempuan; UU Pers, UU TPKS dan peraturan 
pelaksana dan terkait lainnya yang memberikan perlindungan bagi 
seorang pekerja dan korban kekerasan seksual. Legal secondary; buku, 
jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen dari lembaga yang 
memuat diskusi tentang kekerasan seksual jurnalis perempuan, kebebasan 
pers dan perlindungan hukum korban; dan tertiary: kamus hukum, 
ensiklopedia, dan sumber lain yang menguraikan tentang istilah ’untuk 
dapat membantu menjawab masalah hukum. analisis data melibatkan 
pengumpulan data dan dilakukan secara kualitatif dengan cara 
menafsirkan ketentuan hukum, menguji norma-norma hukum dalam 
perundangan-undangan dengan literatur yang sudah ada, dan menguji 
kasus-kasus hukum. Uraian dari data tersebut disusun dengan tertib 
metode penalaran untuk menjawab barusan masalah hukum dan 
membuat kesimpulan dan rekomendasi.  

 
 
 
 
 

Metode 
1.⁠ ⁠Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan 

Berdasarkan literatur dan laporan berbagai organisasi profesi, 
kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan dapat muncul dalam 
spektrum yang luas, mulai dari pelecehan verbal hingga serangan fisik. 
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain:  

●​ Pelecehan verbal dan non-verbal 
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Jurnalis perempuan sering menerima komentar yang melecehkan 
terkait tubuh, penampilan, atau kehidupan pribadi mereka, baik dari 
narasumber, rekan kerja, maupun atasan. Komentar bernuansa seksual 
yang dikemas sebagai gurauan (jokes) atau candaan sering kali berulang 
dan menempatkan jurnalis perempuan pada posisi yang tidak nyaman. 
Selain itu, terdapat perilaku non-verbal seperti tatapan yang 
mengobjektifikasi, gestur seksual, atau pengiriman konten berkaitan 
dengan seksualitas yang tidak diinginkan. 

●​ Pelecehan secara fisik 
Pelecehan fisik. Berbagai bentuk pelecehan pada tahapan fisik, 

seperti sentuhan, pegangan, atau pelukan, juga dilaporkan. Selama 
meliput di lapangan, jurnalis perempuan bisa mengalami sentuhan atau 
sesuatu yang melebihi batas pribadi, misalnya oleh narasumber, aparat, 
ataupun massa. Di luar itu, pelecehan fisik juga bisa terjadi di ruang 
redaksi, umumnya dalam batas yang lebih informal, seperti pada saat 
bercanda di ruang kerja, tetapi tetap ada unsur memaksa. 

●​ Kekerasan seksual di ruang digital. 
Pada era digital saat ini, bentuk kekerasan seksual yang juga 

dialami oleh jurnalis perempuan adalah pesan instan atau direct message 
di media sosial, komentar di platform daring, hingga konten yang 
melalaikannya. Serangan semacam itu biasanya datang dari narasumber, 
pembaca, atau akun anonim dan seringkali ditambahkan dengan ancaman 
berbasis gender. 

●​ Relasi kuasa dan tekanan profesional. 
Penelitian seperti Puspita (2024) dan laporan PR2Media 

menandakan bahwa relasi kuasa memang berperan dalam kasus kekerasan 
seksual terhadap jurnalis perempuan. Para pelakunya memiliki kendali 
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atas akses informasi, penugasan kerja, bahkan jenjang karir korban. 
Sehingga korban merasa perlu “bersikap manis” atau “bersikap 
kooperatif ” untuk memperoleh informasi atau mematahkan persaingan 
karir. Situasi ini menaruh jurnalis perempuan dalam dilema antara 
menjaga integritas profesional dan martabat pribadi. Mayoritas jurnalis 
perempuan yang jadi responden dalam berbagai penelitian dilaporkan 
tidak menggunakan mekanisme pelaporan formal pun yang sudah 
bernafas, baik di perusahaan pers maupun aparat penegak hukum. Alasan 
yang di-back oleh korban termasuk: tidak akan dipercaya, takut stigma, 
takut kehilangan kerja, dan “ini bukan kejahatan yang terlalu berat”. Hal 
ini menandakan posisi rentan, baik secara struktural maupun kultural, dari 
jurnalis perempuan dalam kekerasan seksual. 

 
2.⁠ ⁠Regulasi Perlindungan Hukum dalam UU Pers dan UU TPKS 

Secara normatif, UU Pers dan UU TPKS menyediakan kerangka 
perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi jurnalis perempuan 
korban kekerasan seksual. 

UU Pers menjamin perlindungan jurnalis untuk tidak kondisi 
hukumnya, dalam pasal 8 angkanya 1 menyatakan bahwa wartawan 
berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan itu mencakup 
dari segala perbuatan yang menghalangi atau mengganggu pelaksanaan 
tugas jurnalistiknya, baik yang berupa kekerasan fisik maupun kekerasan 
non fisik yang timbul sebagai akibat sahnya pelaksanaan tugas jurnalistik. 
Implemented norma tersebut dalam konteks jurnalis perempuan 
seharusnya mencangkup kekerasan seksual yang dihadapi jurnalis selama 
pelaksanaan tugasnya, baik di lapangan maupun di ruang redaksi. Jurnalis 
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memiliki legal standing “jurnalis” sebagai subjek yang dilindungi sesuai 
UU Pers bisa menuntut negara dan pemangku kepentingan lain atas 
segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan martabat 
mereka.pemangku kepentingan lain atas setiap bentuk ancaman terhadap 
keselamatan dan juga martabat mereka. 

 
UU TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) Secara eksplisit, 

UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, baik di ranah 
publik dan privasi. UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual, 
mengakui berbagai bentuk kekerasan seks yang harus, namun terdapat 
ambigu sebelumnya ditentukan, serta mengklaim hak korban atas 
perlindungan, akomodasi, dan kesembuhan. Disamping itu, UU TPKS 
juga mengatur ketatalaksanaan, termasuk kewajiban aparat penegak 
hukum dan pusat pelayanan dalam mengelola laporan kekerasan seksual 
yang berbasis pada perspektif korban. Bagi jurnalis perempuan, UU 
TPKS membawa implikasi berupa dasar hukum untuk mengklaim 
pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual yang ditemui saat bekerja, 
baik sebagai narasumber, rekan kerja, atasan, maupun akun yang 
memegang posisi lebih tinggi dari korban dalam relasi kerja. UU ini 
menetapkan kekerasan seksual sebagai penyimpang serius atas hak asasi 
korban yang meliputi kehormatan dan martabatnya. Dari segi 
perlindungan hukum, UU Pers dan UU TPKS berfungsi menggunakan 
saling melengkapi. UU Pers memberikan landasan hukum atas 
perlindungan profesi jurnalis selaku pekerja pers, sedangkan UU TPKS 
menjelaskan norma substantif dan prosedural kekerasan seks dan 
perlindungan korban. Oleh karena itu, idealnya, pada kasus kekerasan 
seksual terhadap jurnalis perempuan, kedua lan utama ini berjalan 
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bersamaan: UU Pers untuk melindungi kerja jurnalistik korban dan 
menghindari kerusakan serta penindasan atau kriminalisasi korban. UU 
TPKS untuk menjerat pelaku kekerasan dan melindungi korban dari 
kerugian hak-hak harusnya sebagai korban delik kekerasan seksual. 
Sinergi ini, namun, sangat bergantung pada interpretasi dan praksis aparat 
penegak hukum. 
 
3.⁠ ⁠Efektivitas Perlindungan Hukum dan Hambatan Penegakan 

Meskipun secara normatif kerangka perlindungan telah tersedia, 
efektivitas perlindungan hukum bagi jurnalis perempuan korban 
kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan. 

Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum.Aparat penegak 
hukum masih sering kali kurang paham dengan karakteristik kerja 
jurnalistik, prinsip kebebasan pers, serta peran jurnalis sebagai subjek 
yang dilindungi UU Pers. Karena itu, laporan kejadian kekerasan seksual 
yang dialami jurnalis perempuan dimasukkan dalam ranah pribadi atau 
internal perusahaan yang lebih banyak dilihat dari sisi pekerjaan jurnalis, 
bukan sebagai tindak pidana yang bersifat kriminal yang perlu diselidiki 
dan ditangani secara serius. Selain itu, keterbatasan familiaritas terhadap 
UU TPKS dan model pendekatan yang berpusat pada korban juga 
berpotensi membuat korban terkondisikan kembali dalam proses 
pengaduan. Budaya korporat yang belum responsif Sebagian perusahaan 
media belum memiliki kebijakan atau Standar Operasional Prosedur yang 
jelas dalam pengaduan kasus kekerasan seksual. Sebagai dampaknya, 
perusahaan tidak melihat perspektif masalah kekerasan seksual sebagai 
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masalah struktural yang harus diselesaikan melalui kebijakan, melainkan 
sebagai masalah pribadi. 

Hal ini membuat jurnalis perempuan tidak berani melapor 
terhadap tindak kekerasan yang sedang dialaminya apabila pelakunya 
adalah rekan kerja atau atasannya.Stigma relasi kekuasaan, dan budaya 
victim blaming. Budaya victim blaming adalah budaya yang terinternalisasi 
dalam psikologi manusia, di mana korban khawatir dipersalahkan, dicap 
negatif, atau dianggap merusak nama baik institusi bila melaporkan 
kekerasan seksual. Kemudian, relasi kekuasaan antara korban dan pelaku 
juga menempatkan korban dalam posisi yang rentan, mengingat peran 
pelaku dalam konteks hubungan kerja atau publikasi berita. sehingga 
korban mengalami ketakutan kehilangan pekerjaan atau kesempatan 
apabila melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada korban. akibatnya, 
tidak semua kasus kekerasan seksual pernah di bawa ke ranah hukum. 

Mekanisme terintegrasi antara kebebasan pers dan perlindungan 
korban. Mekanisme yang mengintegrasikan perlindungan terhadap 
korban kekerasan seksual berdasarkan gender dan kebebasan pers, 
khususnya terhadap jurnalis perempuan, belum berhasil membangun 
mekanisme terintegrasi. Di tingkat regulasi, regulasi yang mengatur UU 
Pers dan UU TPKS melakukan tindak lanjut seperti peraturan pelaksana 
belum optimal. Dalam praktek, media belum menerapkan pendekatan 
perlindungan berdasarkan gender ke dalam seluruh kebijakan redaksi, 
penugasan, dan manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai 
perlindungan hukum yang nyata diperlukan langkah-langkah penguatan 
baik di tingkat regulasi maupun kelembagaan, antara lain: 

Penyusunan peraturan turunan dan pedoman teknis yang mengatur 
penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis, dengan merujuk pada 
UU Pers dan UU TPKS;Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, 
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lembaga layanan, dan lembaga terkait lainnya mengenai kerja-kerja 
jurnalistik, kebebasan pers, dan kekerasan berbasis gender;Penyusunan 
kebijakan internal media, SOP, dan mekanisme pengaduan yang aman 
dan berperspektif korban bagi jurnalis perempuan;Penguatan peran 
organisasi profesi dan serikat jurnalis dalam advokasi kasus kekerasan 
seksual terhadap jurnalis perempuan. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jurnalis 
perempuan merupakan kelompok dengan kerentanan khusus terhadap 
kekerasan seksual dalam praktik kerja jurnalistik di Indonesia. Kekerasan 
tersebut terjadi di berbagai ruang, yaitu ruang redaksi, lapangan peliputan, 
dan ruangan digital. Bentuknya meliputi pelecehan verbal, non-verbal, 
fisik, hingga serangan di dunia maya. Banyak kasus tidak dilaporkan 
karena relasi kuasa, stigmatisasi, risiko terhadap karier, serta kuatnya 
budaya victim blaming. 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
Pers dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual menyediakan dasar hukum bagi perlindungan jurnalis 
perempuan korban kekerasan seksual. UU Pers menjamin perlindungan 
hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, sedangkan UU 
TPKS memberikan kerangka hukum substantif dan prosedural yang lebih 
rinci mengenai kekerasan seksual dan hak-hak korban. Kedua instrumen 
hukum ini secara prinsip dapat digunakan secara sinergis untuk 
melindungi jurnalis perempuan sebagai pekerja pers sekaligus korban 
kekerasan seksual.Namun demikian, implementasi perlindungan hukum 
tersebut belum optimal. Hambatan utama antara lain keterbatasan 
pemahaman aparat penegak hukum terhadap kerja jurnalistik dan jaminan 
kebebasan pers, budaya organisasi media yang belum sepenuhnya 
responsif terhadap isu kekerasan seksual, serta belum adanya mekanisme 
terintegrasi yang menggabungkan perspektif kebebasan pers dengan 
perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Kondisi internal 
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sejumlah media yang belum menyediakan mekanisme pengaduan yang 
aman turut memperlemah posisi jurnalis perempuan.Sebagai upaya 
perbaikan, diperlukan: peraturan turunan dan pedoman teknis yang secara 
eksplisit mengatur penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis 
perempuan; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, lembaga 
layanan, dan pemangku kepentingan di sektor media; serta penerapan 
kebijakan internal di perusahaan media yang menjamin perlindungan, 
kerahasiaan, dan pemulihan bagi jurnalis perempuan korban kekerasan 
seksual. Dengan demikian, kebebasan pers sebagai salah satu pilar 
demokrasi dan perlindungan terhadap keselamatan serta martabat jurnalis 
perempuan dapat diwujudkan secara bersamaan. 
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